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ABSTRACT 
Non-oil and Gas Tax receipts and VAT is the largest contributor of tax revenue sector under the respective 
working areas in KPP Pratama Surabaya Rungkut. The purpose of this research is to know the tax receipts from 
Non-oil and Gas Tax receipts and VAT  in KPP Pratama Surabaya Rungkut and as well as to know and analyze the 
effectiveness and contribution of the receipts of  Non-oil and Gas Tax receipts and VAT in KPP Pratama Surabaya 
Rungkut tax revenue year 2011 – 2013. The research method used is descriptive percentage with a  qualitative 
approach. The data used are secondary data from the period 2011 until 2013. The result of this research are for the 
year 2011 to 2013 level of effectiveness of Non-oil and Gas income tax receipts  amounting to 83,71 percent, 92,79 
percent and 78,19 percent of the target that have beeen set previously, while the Non-oil and Gas income tax 
revenue during the year have a pretty good contribution to total tax revenue in KPP Pratama Surabaya Rungkut. 
The level of effectiveness of each VAT receipts  amounting to the 113,98 percent, 95,37 percent and 81,60 percent 
with acceptance during the year had an excellent contribution to the total tax revenue. Recommendations addressed 
to the relevant agencies in this case KPP Pratama Surabaya Rungkut, is in doing the targeting of non-oil revenues 
from income tax and VAT in order to adjust the target setting by observing the realization of the previous year 
received so that the effectiveness of a good reception from the non-oil income tax and VAT can improved and did not 
decrease the effectiveness of the reception continues - as a result of targets being set too high. 
Keywords : Realization of acceptance, Non-oil and Gas Tax, VAT, Effectiveness, Contributions 
PENDAHULUAN 
Sesuai dengan Surat Keputusan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.SE-
05/PB/2007 tentang Implementasi Penerimaan 
Negara (IMP), jenis penerimaan dari pajak 
terbagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri 
dan penerimaan pajak perdagangan 
internasional. Jenis penerimaan dari sektor pajak 
dalam negeri dan perdagangan internasional 
terdiri sebagai berikut : 
1. Pendapatan pajak dalam negeri 
a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)  
(1) Pendapatan PPh Migas 
(a) Pendapatan PPh Minyak Bumi 
(b) Pendapatan PPh Gas Alam 
(c) Pendapatan PPh lainnya dari 
Minyak Bumi 
(d) Pendapatan PPh Migas lainnya 
(2) Pendapatan PPh Non Migas 
(a) Pendapatan PPh Pasal 21 
(b) Pendapatan PPh Pasal 22 
(c) Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 
(d) Pendapatan PPh Pasal 23 
(e) Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang 
Pribadi 
(f) Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 
(g) Pendapatan PPh Pasal 26 
(h) Pendapatan PPh Final 
(i) Pendapatan PPh non migas lainnya 
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) 
(1) Pendapatan PPN 
(a) Pendapatan PPN Dalam Negeri 
(b) Pendapatan PPN Impor 
(c) Pendapatan PPN lainnya 
(2) Pendapatan PPnBM 
(a) Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 
(b) Pendapatan PPnBM Impor 
(c) Pendapatan PPnBM lainnya 
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 
(1) Pendapatan PBB Pedesaan 
(2) Pendapatan PBB Perkotaan 
(3) Pendapatan PBB Perkebunan 
(4) Pendapatan PBB Kehutanan 
(5) Pendapatan PBB Pertambangan 
(6) Pendapatan PBB lainnya 
d. Pendapatan BPHTB 
e. Pendapatan Cukai 
(1) Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 
(2) Pendapatan Cukai Etyl Alkohol 
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(3) Pendapatan Cukai Minuman 
Mengandung Etyl Alkohol 
(4) Pendapatan Denda Administrasi 
Cukai 
(5) Pendapatan Cukai lainnya 
f. Pendapatan Pajak lainnya 
(1) Pendapatan Bea Materai 
(2) Pendapatan dari penjualan Bea 
Materai 
(3) Pendapatan Pajak Tidak Langsung 
Lainnya (PTLL) 
g. Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 
(1) Pendapatan Bunga Penagihan PPh 
(2) Pendapatan Bunga Penagihan PPN 
(3) Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 
(4) Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 
2. Pendapatan pajak perdagangan 
internasional 
a. Pendapatan Bea Masuk 
(1) Pendapatan Bea Masuk 
(2) Pendapatan Masuk Tanggung 
Pemerintah atas hibah (SPM Nihil) 
(3) Pendapatan Denda Administrasi 
Pabean 
(4) Pendapatan Pabean lainnya 
b. Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor 
Apabila penerimaan APBN pada sektor 
perpajakan ditilik lebih dalam lagi, sektor 
perpajakan memiliki komposisi penerimaan 
tertinggi yang didominasi oleh jenis pajak dalam 
negeri dengan jumlah penerimaan lebih tinggi 
daripada yang berasal dari pajak perdagangan 
internasional. 
Potensi penerimaan pajak dari PPh Non 
Migas serta PPN sangat besar, terutama di 
wilayah kota – kota besar seperti Surabaya 
sebagai kota dengan tingkat perputaran uang 
yang tinggi setelah Jakarta. Beberapa bagian 
wilayah di Surabaya yakni Kecamatan Rungkut, 
Tenggilis Mejoyo serta Gunung Anyar yang 
berada di bawah wilayah kerja KPP Pratama 
Surabaya Rungkut memiliki potensi penerimaan 
dari PPh Non Migas serta PPN yang tinggi. 
Wilayah tersebut memiliki potensi besar dalam 
penerimaan perpajakan dari PPh Non Migas 
dan PPN karena terdapat kawasan 
perindustrian, usaha kecil maupun menengah 
serta beberapa potensi lain yang menjadi basis 
pemajakan dari PPh Non Migas maupun PPN. 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penerimaan PPh 
Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut pada tahun 2011 – 2013, mengetahui 
dan menganalisis efektivitas dan kontribusi 
penerimaan PPh Non Migas dan PPN terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut pada tahun 2011 – 2013. 
TINJAUAN TEORI 
Pajak 
1. Definisi dan Fungsi Pajak 
Smith dalam Gunadi (2005:2) 
mendefinisikan pajak sebagai ‚a contribution 
from the citizen to support of the state‛. Pendapat 
tersebut memberikan penjelasan bahwa pada 
dasarnya pajak merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dilakukan oleh 
masyarakat kepada negaranya tanpa ada 
timbal balik yang dirasakan secara langsung 
namun manfaatnya akan dirasakan oleh 
masyarakat secara umum. 
2. Syarat Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2008:2) menjelaskan agar 
pemungutan pajak yang dilakukan tidak 
menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi 
syarat sebagai berikut : 
a) Syarat keadilan 
b) Syarat yuridis 
c) Syarat ekonomis 
d) Syarat finansial 
e) Sistem pemungutan pajak harus 
sederhana. 
Pajak Penghasilan (PPh) 
1. Definisi Penghasilan 
Menurut Undang – Undang Nomor 
36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap 
tambahan yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan dalam bentuk apapun. 
2. Perhitungan PPh 
Besaran PPh yang akan dibayar oleh 
Wajib Pajak (WP) dihitung dengan 
mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan 
Kena Pajak (PKP). Secara umum rumus 
PPh yang digunakan adalah sebagai 
berikut : 
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PPh diperoleh dengan cara 
mengalikan tarif PPh dengan dasar 
pengenaan pajak. Pada PPh dasar 
pengenaan pajaknya adalah Penghasilan 
Kena Pajak yang sebelumnya telah 
dihitung. Adapun penggunaan tarif PPh 
antara WP Badan dengan WP Orang 
Pribadi berbeda. Pada PPh Badan, 
ditetapkan tarif tunggal sebesar 25% yang 
berlaku untuk tahun 2010 dan seterusnya. 
Sedangkan pada WP Orang Pribadi 
digunakan tarif PPh progresif sesuai 
dengan PKP. 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
1. Definisi PPN 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
merupakan pajak yang dipungut atas 
Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau 
Jasa Kena Pajak di dalam negeri (Tjahjono 
dan Husein, 2009 : 404). PPN atau dalam 
bahasa asing dikenal dengan value added 
tax mempunyai sifat unik seperti yang 
dijelaskan oleh Williams (1996 : 6) ‚the 
unique nature of the VAT is its potential scope 
in identifying and taxing the economic 
contribution -or added value- made by any 
economic operator in connection with any 
activity of a business or comercial nature‛ 
yang artinya bahwa sifat unik PPN 
mempunyai jangkauan dalam 
mengidentifikasi dan memajaki 
kontribusi ekonomi atau nilai tambah 
yang dibuat oleh penyelenggara ekonomi 
dengan banyak aktivitas bisnis. 
Berdasarkan pengertian PPN yang telah 
dilengkapi dengan sifat uniknya, maka 
dapat disimpulkan bahwa PPN memajaki 
atas nilai tambah dalam penyerahan 
barang maupun jasa kena pajak dalam 
wilayah NKRI. 
2. Tarif dan Penghitungan PPN 
Adapun penggolongan tarif yang 
berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang – 
undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN 
dan PPnBM adalah sebagai berikut : 
1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
adalah 10% (sepuluh persen). 
2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai 
sebesar 0% (nol persen) 
diterapkan atas: 
a. ekspor Barang Kena Pajak 
Berwujud; 
b. ekspor Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud; dan 
c. ekspor Jasa Kena Pajak. 
3) Tarif pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
diubah menjadi paling rendah 
5% (lima persen) dan paling 
tinggi 15% (lima belas persen) 
yang perubahan tarifnya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Adapun dasar pengenaan pajak 
yang diakui oleh pemerintah diatur dalam 
Pasal 8A adalah harga jual, penggantian, 
nilai impor, nilai ekspor dan atau nilai lain 
sesuai dengan Ketetapan Menteri 
Keuangan. Sehingga berdasarkan tarif 
pajak dan dan dasar pengenaan pajak yang 
berlaku, PPN PPN dihitung dengan 
mengalikan tarif pajak dengan dasar 
pengenaan pajak. 
Efektivitas 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2003:284) efektivitas berasal dari kata dasar 
efektif yang merupakan suatu kata sifat. 
Adapun pengertian efektivitas mempunyai 
pengertian ‘keefektifan’. Keefektifan adalah 
‘keadaan berpengaruh’; ‘hal berkesan’; 
‘kemanjuran’; ‘kemujaraban’; ‘keberhasilan’; 
‘kemangkusan’ dan ‘hal mulai berlakunya’. 
Abdurrahmat (2003 : 92) menjelaskan mengenai 
definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber 
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 
tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 
pekerjaan tepat pada waktunya. 
Adapun untuk melakukan pengukuran 
efektivitas digunakan rumus rasio efektivitas 
(Mahmudi, 2010:143) sebagai berikut : 
 
Kontribusi 
Adapun pengertian kontribusi 
berdasarkan Kamus Ekonomi adalah segala 
sesuatu yang diberikan bersama – sama dengan 
pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 
tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). 
Apabila dikaitkan dengan kontribusi pajak 
maka kontribusi merupakan sumbangan yang 
berasal dari suatu pajak dimana apabila 
diterapkan pada penelitian ini maka terdapat 
dua jenis pajak yang menjadi objek penelitian 
penulis yakni PPh Non Migas dan PPN, 
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sehingga kontribusi merupakan sumbangan 
yang berasal dari masing – masing pajak sebagai 
objek penelitian dibagi dengan total penerimaan 
pajak. 
Adapun untuk melakukan pengukuran 
kontribusi dilakukan sesuai dengan rumus 
pengukuran kontribusi dimana pada penelitian 
ini berasal dari jumlah penerimaan pajak 
terhadap total penerimaan di Kantor Pelayanan 
Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
sebagai berikut : 
 
Keterangan : n = tahun pajak ke n 
x = jenis pajak yang akan diteliti 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian, jenis 
penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nasir 
(1999 : 63) menjelaskan mengenai penelitian 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian 
deskriptif tidak hanya pada pengumpulan dan 
penyusunan data, tetapi juga menganalisis dan 
menjelaskan arti dari data yang diperoleh oleh 
peneliti menjadi suatu wacana dan memberikan 
kesimpulan dalam berpikir logis, praktis dan 
teoritis. 
Penelitian ini diangkat dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Biklen 
dalam Sugiyono (2012:13) menjelaskan 
karakteristik dari penelitian kualitatif dimana 
peneliti adalah kunci instrumen, penelitian 
kualitatif bersifat deskriptif, lebih menekankan 
kepada proses dan menekankan kepada makna. 
Penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin 
mengkaji tingkat efektivitas dan kontribusi 
penerimaan pajak dari PPh Non Migas dan PPN 
di bawah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 - 
2013. 
Fokus Penelitian 
Adapun fokus yang ditetapkan oleh 
peneliti dalam melaksanakan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Efektivitas penerimaan PPh Non Migas dan 
PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
tahun 2011 – 2013. 
a) Realisasi penerimaan PPh Non Migas 
dan PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut tahun 2011 – 2013. 
b) Target penerimaan PPh Non Migas dan 
PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut. 
2. Kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan 
PPN terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut. 
a) Realisasi penerimaan PPh Non Migas 
dan PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut tahun 2011 – 2013. 
b) Total penerimaan Pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut. 
3. Penerimaan Pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut tahun 2011 – 2013. 
Lokasi dan Situs Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti memilih 
lokasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur I, Surabaya dan situs 
penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Rungkut yang beralamat di Jalan Jagir 
Wonokromo No.104 Surabaya dengan 
mempertimbangkan bahwa wilayah kerja KPP 
Pratama Surabaya Rungkut merupakan wilayah 
yang memiliki potensi besar dalam penerimaan 
perpajakan dari PPh Non Migas dan PPN 
karena terdapat kawasan perindustrian, usaha 
kecil maupun menengah serta beberapa potensi 
lain yang menjadi basis pemajakan dari PPh 
Non Migas maupun PPN. 
Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono 
(2005:62) menjelaskan bahwa data sekunder 
merupakan data yang secara tidak langsung 
memberikan data maupun informasi kepada 
peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini diperoleh secara tidak langsung melalui 
instansi pemerintah yakni KPP Pratama 
Surabaya Rungkut. Data sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data deret berkala (time series) dengan runtut 
waktu selama tiga tahun yaitu pada tahun 2011 
hingga 2013.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Efektivitas Penerimaan PPh Non 
Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013 
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a) Analisis Efektivitas Penerimaan PPh Non 
Migas di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
Pada Tahun 2011 – 2013 
Tingkat efektivitas penerimaan PPh 
Non Migas pada KPP Pratama Surabaya 
Rungkut diperoleh dengan cara 
membandingkan antara realisasi 
penerimaan dengan target penerimaan PPh 
Non Migas. Setelah diketahui persentase 
perbandingannya, maka kriteria tingkat 
efektivitas dapat ditentukan. Apabila 
penerimaan PPh Non Migas diketahui telah 
efektif, maka kinerja pemungutan PPh Non 
Migas semakin baik. Pada penelitian ini 
yang dipertimbangkan dalam menentukan 
efektivitas adalah tingkat pencapaian target 
penerimaan. 
Adapun untuk mengukur tingkat 
efektivitas penerimaan PPh Non Migas, 
maka dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
 
Setelah persentase efektivitas diperoleh, 
jumlah tersebut dicocokkan dengan 
klasifikasi tingkat efektivitas yang 
ditetapkan oleh Depdagri sesuai dengan 
Permendagri yang terbagi sebagai berikut : 
a. Kriteria sangat efektif apabila persentase 
melebihi 100%; 
b. Kriteria efektif apabila persentase 
berada antara 90% hingga 100%; 
c. Kriteria cukup efektif apabila persentase 
berada antara 80% hingga 90%; 
d. Kriteria kurang efektif apabila 
persentase berada antara 60% hingga 
80%; 
e. Dan tidak efektif apabila persentase nilai 
dibawah 60%.  
Tabel 4.1 menunjukkan persentase efektivitas 
penerimaan PPh Non Migas beserta rinciannya 
selama tahun 2011 hingga tahun 2013. PPh 
Non Migas secara umum mengalami kenaikan 
pada tahun 2011 menuju tahun 2012, namun 
persentase tersebut mengalami penurunan 
pada tahun 2013 hingga mencapai persentase 
sebesar 78,19 persen. PPh Pasal 21 mencapai 
persentase efektivitas terbaik pada tahun 2012 
dengan tingkat persentase sebesar 91,81 
persen. PPh Pasal 22 mencapai persentase 
efektivitas terbaik pada tahun 2012 dengan 
tingkat persentase sebesar 104,67 persen. PPh 
Pasal 22 Impor mencapai persentase efektivitas 
terbaik pada tahun 2012 dengan tingkat 
persentase sebesar 136,09 persen. PPh Pasal 23 
mengalami pertumbuhan tingkat efektivitas 
selama tahun 2011 hingga pada tahun 2013 
dengan persentase efektivitas tertinggi pada 
tahun 2013 sebesar 92,53 persen. PPh Pasal 
25/29 Orang Pribadi mengalami penurunan 
tingkat efektivitas dari tahun 2011 hingga 
tahun 2013 dengan persentase efektivitas 
tertinggi pada tahun 2011 sebesar 89,07 persen. 
PPh Pasal 25/29 Badan memiliki persentase 
efektivitas tertinggi sebesar 83,23 persen pada 
tahun 2012. PPh Pasal 26, PPh Final dan PPh 
Non Migas lainnya memiliki persentase 
efektivitas tertinggi pada tahun 2012 dengan 
persentase masing – masing jenis pajak sebesar 
640,80 persen, 98,91 persen dan 476,80 persen. 
Fiskal luar negeri mengalami pertumbuhan 
pada persentase efektivitas selama tahun 2011 
hingga tahun 2013 dengan persentase tertinggi 
3513,53 persen pada tahun 2013. 
Tabel 4.1 Efektivitas Penerimaan PPh Non 
Migas Tahun 2011 – 2013 
Jenis Pajak 2011 2012 2013 
PPh Non 
Migas 
83,71% 92,79% 78,19% 
PPh Pasal 21 83,58% 91,81% 80,57% 
PPh Pasal 22 75,20% 104,67% 80,15% 
PPh Pasal 22 
Impor 
136,09% 88,53% 99,97% 
PPh Pasal 23 70,10% 73,02% 92,53% 
PPh Pasal 
25/29 OP 
89,07% 86,61% 74,86% 
PPh Pasal 
25/29 Bd 
80,70% 83,23% 83,21% 
PPh Pasal 26 44,72% 640,80% 11,87% 
PPh final 85,36% 98,91% 70,37% 
PPh Non 
Migas lainnya 
27,12% 476,80% 0,44% 
Fiskal Luar 
Negeri 
0,09% 7,02% 3513,53% 
Berdasarkan persentase tingkat 
efektivitas yang telah diketahui maka kriteria 
tingkat efektivitas PPh Non Migas disajikan 
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Tabel 4.2 Kriteria Efektivitas Penerimaan PPh 
Non Migas Tahun 2011-2013 















































































Penerimaan PPh Non Migas secara 
umum di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
mengalami peningkatan pada tahun 2011 ke 
tahun 2012 dan dari tahun 2012 menuju tahun 
2013 mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 
4.2 pada tahun 2011 penerimaan PPh Non Migas 
berada dalam kategori cukup efektif dan 
mengalami peningkatan hingga pada tahun 
2012 berada pada kriteria efektif dan pada tahun 
2013 kriteria efektifitas penerimaan PPh Non 
Migas menjadi kurang efektif. 
Pada tahun 2011, penerimaan PPh Non 
Migas secara umum berada dalam kategori 
cukup efektif dengan persentase tingkat 
efektivitas sebesar 83,71 persen. Apabila 
diperhatikan lebih rinci, pada sub – sub PPh 
Non Migas terdapat satu jenis pajak yang 
berada dalam kategori sangat efektif yaitu PPh 
Pasal 22 Impor dan empat jenis pajak yang 
berada dalam kategori cukup efektif yaitu PPh 
Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh 
Pasal 25/29 Badan serta PPh final. Dua jenis 
pajak berada dalam kategori kurang efektif yaitu 
PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan tiga jenis pajak 
tidak efektif, yaitu PPh Pasal 26, PPh Non Migas 
lainnya dan fiskal luar negeri. 
Pada tahun 2012, penerimaan PPh Non 
Migas secara umum berada dalam kategori 
efektif  dengan persentase tingkat efektivitas 
sebesar 92,79 persen. Apabila diperhatikan lebih 
rinci, pada sub – sub PPh Non Migas terdapat 
tiga jenis pajak yang berada dalam kategori 
sangat efektif yaitu PPh Pasal 22, PPh pasal 26 
dan PPh Non Migas lainnya serta dua jenis 
pajak yang berada dalam kategori efektif yaitu 
PPh Pasal 21 dan PPh final. Selain itu terdapat 
pula tiga jenis pajak yang berada dalam kategori 
cukup efektif yaitu PPh Pasal 22 Impor dan PPh 
Pasal 25/29 bagi Orang Pribadi dan badan serta 
terdapat satu kategori kurang efektif dan satu 
kategori tidak efektif yaitu PPh Pasal 23 dan 
fiskal luar negeri. 
Pada tahun 2013, penerimaan PPh Non 
Migas secara umum mengalami penurunan dari 
tahun – tahun sebelumnya hingga mencapai 
tingkat efektivitas yang kurang. Apabila lebih 
dirinci lagi, terdapat satu jenis pajak yang 
berada dalam kategori sangat efektif yaitu fiskal 
luar negeri dan dua jenis pajak yang berada 
dalam kategori efektif yaitu pada PPh Pasal 22 
Impor dan PPh Pasal 23 serta tiga jenis pajak 
yang berada dalam kategori cukup efektif yaitu 
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25/29 
Badan. Selain itu terdapat masing – masing dua 
jenis pajak pada kategori kurang efektif dan 
tidak efektif yaitu PPh 25/29 Orang Pribadi dan 
PPh final serta PPh Pasal 26 dan PPh Non Migas 
lainnya. 
b) Analisis Efektivitas Penerimaan PPN di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 
2011 – 2013 
Tabel 4.3 Efektivitas Penerimaan PPN 
Tahun 2011 - 2013 
Jenis Pajak 2011 2012 2013 
PPN 113,98% 95,37% 81,60% 
PPN DN 116,61% 89,04% 79,23% 
PPN Impor 98,92% 138,63% 92,35% 
PPN 
lainnya 
13,10% 14,66% 360,16% 
Berdasarkan perhitungan yang 
telah dilakukan di atas, dapat diketahui 
bahwa secara umum PPN mengalami 
penurunan persentase efektivitas 
penerimaan dari tahun 2011 hingga tahun 
2013 dan efektivitas penerimaan tertinggi 
pada tahun 2011 sebesar 113,98 persen. 
PPN dalam negeri mengalami penurunan 
tingkat efektivitas selama tahun 2011 
hingga tahun 2013 dengan tingkat 
efektivitas tertinggi pada tahun 2011 
sebesar 116,61 persen, sedangkan PPN 
Impor berada pada tingkat efektivitas 
tertinggi pada tahun 2012 dengan 
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persentase efektivitas penerimaan sebesar 
138,63 persen. PPN lainnya merupakan 
satu – satunya yang mengalami 
pertumbuhan tingkat efektivitas 
penerimaan selama tahun 2011 hingga 
tahun 2013 dengan persentase efektivitas 
penerimaan masing – masing sebesar 13,10 
persen, 14,66 persen dan 360,16 persen. 
Adapun kriteria efektivitas penerimaan 
PPN sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan Depdagri adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.4 Kriteria Efektivitas Penerimaan PPN 
Tahun 2011 - 2013 











PPN Impor Efektif Sangat 
efektif 
Efektif 






Berdasarkan kriteria efektivitas 
penerimaan pada PPN tersebut, dapat 
diketahui bahwa efektivitas penerimaan 
PPN mengalami penurunan setiap 
tahunnya secara teratur yaitu pada tahun 
2011 dengan kategori sangat efektif menjadi 
efektif pada tahun 2012 dan pada tahun 
2013 kategori efektivitasnya menurun 
menjadi cukup efektif. 
Pada tahun 2011 penerimaan PPN 
secara umum berada dalam kategori sangat 
efektif. Apabila dirinci lagi penerimaan dari 
PPN mempunyai sub – sub dengan tingkat 
efektivitas yang berbeda dengan tingkat 
efektifitas terbaik pada PPN dalam negeri 
pada kategori sangat efektif. Adapun PPN 
Impor berada pada kategori efektif dan 
PPN lainnya berada pada kategori tidak 
efektif. 
Pada tahun 2012 penerimaan PPN 
secara umum berada dalam kategori efektif. 
Apabila dirinci lagi penerimaan dari PPN 
mempunyai sub – sub dengan tingkat 
efektivitas yang berbeda dengan tingkat 
efektifitas terbaik pada PPN Impor pada 
kategori sangat efektif. Adapun PPN dalam 
negeri berada pada kategori cukup efektif 
dan PPN lainnya berada pada kategori 
tidak efektif. 
Pada tahun 2013 penerimaan PPN 
secara umum berada dalam kategori cukup 
efektif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas penerimaan PPN mengalami 
penurunan setiap tahunnya. Apabila dirinci 
lagi penerimaan dari PPN mempunyai sub 
– sub dengan tingkat efektivitas yang 
berbeda. Tingkat efektifitas terbaik pada 
PPN lainnya pada kategori sangat efektif. 
Adapun PPN dalam negeri berada pada 
kategori kurang efektif dan PPN impor 
berada pada kategori efektif. 
 
2. Analisis Kontribusi Penerimaan PPh Non 
Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013 
a) Analisis Kontribusi Penerimaan PPh Non 
Migas di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
Pada Tahun 2011 – 2013 
 
Penerimaan PPh Non Migas 
merupakan salah satu penyumbang 
penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut. Adapun untuk 
mengetahui tingkat kontribusi penerimaan 
PPh Non Migas diperoleh dengan cara 
membandingkan penerimaan PPh Non 
Migas dengan total penerimaan pajak di 
KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hasil 
perbandingan tersebut diperoleh dalam 
bentuk persentase yang kemudian akan 
dicocokkan dengan kriteria pengukuran 
kontribusi penerimaan untuk kemudian 
disimpulkan mempunyai kontribusi atau 
tidak. 
Kontribusi penerimaan PPh Non 
Migas terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut dihitung 




Setelah selesai melakukan 
penghitungan, maka hasil dari perhitungan 
yang berupa presentas dikelompokkan 
berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
(a) Kriteria sangat kurang dengan 
tingkat persentase berada pada 
rentang 0,00% hingga 10%. 
(b) Kriteria kurang dengan tingkat 
persentase berada pada rentang 
10,10% hingga 20%. 
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(c) Kriteria sedang dengan tingkat 
persentase berada pada rentang 
20,10% hingga 30%. 
(d) Kriteria cukup baik dengan tingkat 
persentase berada pada rentang 
30,10% hingga 40%. 
(e) Kriteria baik dengan tingkat 
persentase berada pada rentang 
40,10% hingga 50%. 
(f) Kriteria sangat baik dengan tingkat 
persentase diatas 50%. 
PPh Non Migas mempunyai 
kontribusi terhadap penerimaan pajak di 
KPP Pratama Surabaya Rungkut sebesar 
36,40 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 
penerimaan PPh Non Migas mengalami 
penurunan menjadi 35,69 persen dan 
mencapai 34,70 persen pada tahun 2013. 
Berdasarkan perhitungan tersebut, 
kontribusi PPh Non Migas terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut dari tahun 2011 hingga 
tahun 2013 secara umum mengalami 
penurunan. Berdasarkan realisasi 
penerimaan, PPh Non Migas secara umum 
mengalami peningkatan jumlah realisasi 
penerimaan yang diiringi dengan 
peningkatan total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut. 
Tabel 4.5 Kontribusi Penerimaan PPh Non 




2011 2012 2013 




447.630.764.729 520.545.105.680 586.034.568.973 
Kontribusi 36,40% 35,69% 34,70% 
Kontribusi penerimaan PPh Non Migas 
selama tahun 2011 hingga tahun 2013 secara 
umum mengalami penurunan. Penurunan 
tersebut dapat diketahui berdasarkan 
menurunnya persentase angka kontribusi PPh 
Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 
hingga tahun 2013 masing – masing sebesar 
36,40 persen, 35,69 persen dan 34,70 persen. 
Berdasarkan persentase kontribusi tersebut, 
maka kriteria kontribusi penerimaan PPh Non 
Migas terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.6 Kriteria Kontribusi Penerimaan PPh 
Non Migas Tahun 2011 -2013 
 
Tahun Kontribusi Kriteria 
2011 36,40 % Cukup baik 
2012 35,69 % Cukup baik 
2013 34,70 % Cukup baik 
Kontribusi penerimaan PPh Non Migas 
terhadap total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 
dengan persentase sebesar 36,40 persen 
termasuk dalam kriteria cukup baik, begitu juga 
dengan kontribusi penerimaan pada tahun 2012 
dan tahun 2013 masing – masing sebesar 35,69 
persen dan 34,70 persen dengan kriteria yang 
sama. Selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap 
total penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut adalah cukup baik, namun 
persentase kontribusi selalu mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun. 
b) Analisis Kontribusi Penerimaan PPN 
Terhadap Penerimaan Pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 
2011 – 2013 
PPN mempunyai kontribusi terhadap 
total penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut sebesar 63,76 persen pada 
tahun 2011. Tahun 2012 penerimaan PPN 
mengalami peningkatan menjadi 35,69 persen 
dan mencapai 65,24 persen pada tahun 2013. 
Berdasarkan perhitungan tersebut, kontribusi 
PPN terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut dari tahun 2011 
hingga tahun 2013 secara umum mengalami 
peningkatan. Berdasarkan realisasi penerimaan, 
PPN secara umum mengalami peningkatan 
jumlah realisasi penerimaan yang diiringi 
dengan peningkatan total penerimaan pajak di 
KPP Pratama Surabaya Rungkut. 
Tabel 4.7 Kontribusi Penerimaan PPN Tahun 
2011 – 2013  
PPN 2011 2012 2013 




447.630.764.729 520.545.105.680 586.034.568.973 
Kontribusi 63,76% 64,25% 65,24% 
 
Kontribusi penerimaan PPN selama 
tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum 
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mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut 
dapat diketahui berdasarkan meningkatnya 
persentase angka kontribusi PPN terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
masing – masing sebesar 63,76 persen, 64,25 
persen dan 65,24 persen. Adapun kriteria 
kontribusi penerimaan PPN terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 4.8  Kriteria Kontribusi Penerimaan PPN 
Tahun 2011 -2013 
 
Tahun Kontribusi Kriteria 
2011 63,76 % Sangat baik 
2012 64,25 % Sangat baik 
2013 65,24 % Sangat baik 
Kontribusi penerimaan PPN mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 
tersebut dibuktikan berdasarkan persentase 
kontribusi penerimaan PPN terhadap total 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
masing – masing sebesar 63,76 persen, 64,25 
persen dan 65,24 persen dengan kategori cukup 
baik. 
 
3. Analisis Penerimaan Pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 
2011 – 2013 
Penerimaan pajak selama tiga tahun 
terakhir dari PPh Non Migas mengalami 
peningkatan dari segi realisasi penerimaan. 
Selama tahun 2011 hingga 2013 realisasi 
penerimaan PPh Non Migas masing – masing 
sebesar Rp 162.925.514.635, Rp 185.777.393.313 
dan Rp 203.328.108.737 dengan persentase 
pertumbuhan pada tahun 2012 dibanding tahun 
2011 dan tahun 2013 dibanding tahun 2012 
masing - masing sebesar 14,03 persen dan 9,45 
persen. Jumlah realisasi penerimaan PPh Migas 
selama tahun 2011 hingga 2013 berturut – turut 
sebesar Rp 218.293, Rp 1.806.326 dan Rp 
5.170.803 dengan persentase pertumbuhan pada 
tahun 2012 dibanding tahun 2011 sebesar 727,48 
persen dan mengalami penurunan pada tahun 
2013 dibanding tahun 2012 menjadi sebesar 
186,26 persen. Selain jumlah penerimaan PPh 
Migas dan Non Migas, jumlah realisasi 
penerimaan dari PPN dan PPnBM selama tahun 
2011 hingga tahun 2013 masing – masing 
sebesar Rp 284.705.031.801, Rp 334.721.587.843 
dan Rp 382.667.230.214 dengan persentase 
pertumbuhan pada tahun 2012 dibanding tahun 
2011 sebesar 17,57 dan mengalami penurunan 
pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 menjadi 
sebesar 14,32 persen. Jumlah penerimaan yang 
berasal dari pajak lainnya yakni bunga/denda 
penagihan pada PPh maupun PPN dengan 
jumlah realisasi penerimaan pada tahun 2012 
sebesar Rp 44.318.198 mengalami penurunan 
pada tahun 2013 sebesar Rp 34.059.219 dengan 
persentase pertumbuhan pada tahun 2013 
dibanding tahun 2012 sebesar minus 23,15 
persen. 
Adapun untuk mempermudah dalam 
memahami pertumbuhan penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Surabaya Rungkut, maka 
pertumbuhan penerimaan pajak tersebut 
terangkum dalam grafik sebagai berikut : 
 
Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Penerimaan 
Pajak di  KPP Pratama Surabaya Rungkut 
Tahun 2011 – 2013 
Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data 
diolah (2014) 
Hubungan antara efektivitas dan 
kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan PPN 
terhadap total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut disajikan dalam 
tabel 4.9 sebagai berikut : 
Tabel 4.9 Perbandingan Presentase Tingkat 
Efektivitas dan Kontribusi PPh Non Migas dan 
PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 
2011 - 2013 
Uraian 
Persentase 







83,71% 92,79% 78,19% 







36,40% 35,69% 34,70% 
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Dari hasil analisis data yang dilakukan, 
dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas PPh Non 
Migas di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada 
tahun 2011 sebesar 83,71 persen atau cukup 
efektif. Persentase tingkat efektivitas tersebut 
menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan 
penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2011 
cukup efektif yaitu sebesar 83,71 persen dari 
target penerimaan PPh Non Migas tahun 2011 
yang telah ditetapkan. Kontribusi PPh Non 
Migas pada tahun 2011 terhadap total 
penerimaan pajak di  KPP Pratama Surabaya 
Rungkut termasuk ke dalam kategori cukup 
baik dengan persentase sebesar 36,40 persen. 
Jumlah kontribusi dari PPh Non Migas  pada 
tahun 2011 sebesar Rp 162.925.514.635 total 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut. Keberhasilan penerimaan PPN pada 
tahun yang sama yaitu tahun 2011 sangat efektif 
dengan jumlah persentase efektivitas 
penerimaan PPN pada tahun 2011 mencapai 
113,98 persen melampaui dari target 
penerimaan PPN yang telah ditetapkan. 
Kontribusi dari PPN sangat baik dengan 
persentase sebesar 63,76 persen atau PPN 
mempunyai kontribusi sebesar Rp 
285.397.368.420 dari total penerimaan pajak di 
KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 
2011 sebesar Rp 447.630.764.729. 
Tingkat efektivitas PPh Non Migas pada 
tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 
sebesar 92,79 persen. Presentase tingkat 
efektivitas tersebut menjelaskan bahwa tingkat 
keberhasilan penerimaan PPh Non Migas pada 
tahun 2012 efektif  dengan persentase sebesar 
92,79 persen dari target penerimaan PPh Non 
Migas yang telah ditetapkan. Kontribusi 
penerimaan PPh Non Migas terhadap total 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut pada tahun 2012 cukup baik, yaitu 
sebesar 35,69 persen dari total penerimaan pajak 
atau sebesar Rp 185.777.393.313. Tingkat 
keberhasilan penerimaan PPN pada tahun 2012 
efektif dengan persentase mencapai 95,37 persen 
dari target penerimaan PPN yang telah 
ditetapkan. Jumlah kontribusi penerimaan PPN 
terhadap total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut sangat baik, tetapi 
mengalami peningkatan dalam persentase 
kontribusi menjadi sebesar 64,25 persen atau 
sebesar Rp 334.460.613.353 dari total penerimaan 
pajak. 
Adapun pada tahun 2013, tingkat 
efektivitas PPh Non Migas mengalami 
penurunan menjadi sebesar 78,19 persen. 
Persentase tingkat efektivitas tersebut 
menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan 
penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2013 
kurang efektif dengan presentase efektivitas 
sebesar 78,19 persen dari target penerimaan PPh 
Non Migas yang telah ditetapkan. Kontribusi 
penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2013 
cukup baik, tapi mengalami penurunan 
persentase menjadi sebesar 34,70 persen atau 
sebesar Rp 203.328.108.737 dari total 
penerimaan. Persentase tingkat efektivitas 
penerimaan PPN pada tahun 2013 cukup efektif 
yaitu sebesar 81,60 persen dari target 
penerimaan PPN yang telah ditetapkan. 
Kontribusi penerimaan PPN pada tahun 2013 
sangat baik dan mengalami peningkatan 
persentase menjadi sebesar 65,24 persen atau 
sebesar Rp 382.347.266.314 dari total penerimaan 
pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. 
Berdasarkan perbandingan efektivitas 
dan kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan 
PPN pada tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat 
diketahui bahwa efektivitas PPh Non Migas 
selama tahun 2011 hingga tahun 2013 
mengalami pergerakan dengan tingkat 
efektivitas terbaik pada tahun 2012 sebesar 92,79 
persen, sedangkan pada PPN mengalami 
penurunan tingkat efektivitas penerimaan  
dengan tingkat efektivitas terbaik pada tahun 
2011 sebesar 113,98 persen yang melampaui 
target penerimaan. Dari tahun 2011 hingga 
tahun 2013 kontribusi penerimaan PPh Non 
Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP 
Pratama Surabaya Rungkut terus mengalami 
penurunan dengan tingkat kontribusi terbesar 
pada tahun 2011 sebesar 36,40 persen. Hal yang 
berbeda terjadi pada kontribusi dari PPN yang 
terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 
selama tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan 
tingkat kontribusi terbaik pada tahun 2013 
sebesar 65,24 persen. 
Adapun tingkat inflasi dan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia mempunyai 
peranan dalam kontribusi PPh Non Migas dan 
PPN yang terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 
2013. Adapun tingkat inflasi yang terjadi di 
Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2013 
terangkum dalam tabel 4.10 sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan 
Ekonomi Tahun 2011 - 2013 
 


























2.322,7 2.481,8 2.637,0 
Inflasi (persen) 3,79 % 4,30% 8,38% 
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2014) 
Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui 
bahwa peningkatan PDB yang terjadi tidak lepas 
dari peningkatan inflasi. Sehubungan dengan 
kontribusi yang menjadi objek penelitian dalam 
skripsi ini, meningkatnya kontribusi 
penerimaan PPh Non Migas terhadap 
penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya 
Rungkut selama tahun 2011 - 2013 terjadi karena 
peningkatan PDB tanpa Migas yang diiringi 
dengan meningkatnya inflasi. Atas tingginya 
PDB yang terjadi baik PDB secara keseluruhan 
maupun PDB tanpa Migas, maka tingkat 
konsumsi yang terjadi pada masyarakat juga 
mengalami peningkatan sehingga atas 




Berdasarkan hasil dari analisis yang 
telah dilakukan pada Bab IV, dapat disimpulkan 
bahwa : 
a) Realisasi penerimaan pajak terbesar 
selama tahun 2011 hingga tahun 2013 di 
KPP Pratama Surabaya Rungkut berasal 
dari PPN dan PPnBM serta dari PPh 
Non Migas. 
b) Adapun pertumbuhan pada realisasi 
penerimaan PPh Non Migas pada tahun 
2011 hingga tahun 2013 masing – 
masing sebesar Rp 162.925.514.635, Rp 
185.777.393.313 dan Rp 203.328.108.737 
dengan presentase pertumbuhan 
realisasi penerimaan pada tahun 2012 
dibanding tahun 2011 sebesar 14,03 
persen dan mengalami penurunan pada 
tahun 2013 dibanding tahun 2013 
menjadi sebesar 9,45 persen. 
c) Jumlah realisasi penerimaan dari PPN 
dan PPnBM selama tahun 2011 hingga 
tahun 2013 masing – masing sebesar Rp 
284.705.031.801, Rp 334.721.587.843 dan 
Rp 382.667.230.214 dengan presentase 
pertumbuhan realisasi penerimaan pada 
tahun 2012 dibanding tahun 2011 
sebesar 17,57 persen dan mengalami 
penurunan pada tahun 2013 dibanding 
tahun 2012 menjadi sebesar 14,32 
persen. 
d) Adapun efektivitas penerimaan PPh 
Non Migas pada tahun 2011 mengalami 
kenaikan hingga pada tahun 2012 dan 
dari tahun 2012 hingga tahun 2013 
mengalami penurunan tingkat 
efektivitas masing – masing sebesar 
83,71 persen, 92,71 persen dan 78,19 
persen, sedangkan kontribusi PPh Non 
Migas terhadap total penerimaan pajak 
di KPP Pratama Surabaya Rungkut 
cukup baik selama tahun 2011 hingga 
tahun 2013. 
e) Efektivitas penerimaan PPN dari tahun 
2011 hingga tahun 2013 juga mengalami 
penurunan. Adapun presentase sebesar 
113,98 persen pada tahun 2011 
mengalami penurunan pada tahun 2012 
menjadi sebesar 95,37 persen dan 
tingkat efektivitasnya mengalami 
penurunan kembali sehingga menjadi 
sebesar 81,60 persen pada tahun 2013, 
tetapi kontribusi dari PPN terhadap 
total penerimaan pajak di KPP Pratama 
Surabaya Rungkut selama 3 tahun 
terakhir sangat baik. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan efektivitas dan kontribusi 
penerimaan pajak, yakni pada PPh Non Migas 
dan PPN dapat menunjukkan bahwa dari sektor 
PPN memiliki peluang keberhasilan dan 
kontribusi yang sangat baik. Untuk itu perlu 
usaha – usaha dari instansi terkait, dalam hal ini 
KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk 
meningkatkan keberhasilan PPh Non Migas dan 
PPN agar penerimaan dan kontribusi terhadap 
penerimaan pajak dapat ditingkatkan lagi. 
Adapun beberapa saran yang ditujukan kepada 
instansi terkait dan kepada peneliti yang lain 
atas keterbatasan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Instansi terkait 
 Jurnal Perpajakan  (JEJAK)| Vol. 1 No. 1Januari 2015|                                                                                                                        
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    
12 
 
Saran yang ditujukan kepada instansi 
terkait dalam hal ini KPP Pratama Surabaya 
Rungkut, adalah dalam melakukan 
penetapan target penerimaan dari PPh Non 
Migas maupun PPN agar menyesuaikan 
penetapan target dengan memperhatikan 
realisasi tahun sebelumnya yang diterima 
sehingga efektivitas penerimaan baik yang 
berasal dari PPh Non Migas maupun PPN 
dapat ditingkatkan dan tidak terjadi 
penurunan efektivitas penerimaan terus – 
menerus akibat target yang ditetapkan 
terlalu tinggi. 
2. Saran penelitian lanjutan 
Perlu dilakukan penelitian yang lebih baik 
lagi tentang perhitungan efektivitas dan 
kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan 
PPN mengingat jenis pajak tersebut 
merupakan salah satu komponen ABPN 
pada sektor penerimaan pajak dalam negeri 
yang mempunyai pertumbuhan realisasi 
penerimaan sangat tinggi. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Abdurrahmat. 2003. Teknik Sistem Informasi. 
Surabaya : Prima Priting. 
Gunadi. 2005. Akuntansi Pajak. Jakarta : PT 
Gramedia Widiasarana. 
Guritno, T. 1992. Kamus Ekonomi. Yogyakarta : 
Universitas Gajah Mada Press. 
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Yogyakarta : UPP STIM 
YKPN. 
Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. 
Yogyakarta : CV Andi Offset. 
Nasir, Muhammad. 1999. Metodologi Penelitian. 
Jakarta : Ghalia Indonesia.  
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. 
Bandung: ALFABETA. 
________ 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, 
Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA. 
Tim Penyusun. Kamus Umum Bahasa Indonesia. 
Jakarta : Balai Pustaka. 
Tjahjono, Achmad dan M. Fakhri Husein. 2009. 
Perpajakan. Edisi keempat. Yogyakarta : UPPM 
STIM YKPN. 
Republik Indonesia. 2007. Surat Keputusan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.SE-
05/PB/2007 Tentang Implementasi Penerimaan 
Negara (IMP). Jakarta : Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. 
_________________2008. Undang – undang No.7 
Tahun 1983 Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir 
dengan Undang – undang No.36 Tahun 2008 
Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Kementerian 
Keuangan. 
_________________2009. Undang – undang No.8 
Tahun 1984 Sebagaimana Telah Dirubah Terakhir 
dengan Undang – undang No.42 Tahun 2009 
Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta : 
Kementerian Keuangan. 
Williams, James. 1996. Value Added Tax. Dalam 
Victor Thuronyi (Eds.), Tax Law Design and 
Drafting (Volume 1 : International Monetary Fund). 
Washington DC : IMF 
 
 
 
